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llustrasi Sampul: Gambar OSS RBA dari Channel Youtube BKPM TV
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1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya UU Cipta Kerja)
mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (licensing-based approcah) menjadi
berbasis risiko (risk-based approach/RBA). Paradigma baru ini menempatkan risiko se-
bagai pertimbangan utama atas setiap kegiatan berusaha sehingga berimplikasi pada
perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha saat ini, baik
pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Reformasi struktural ini tentu ber-
tujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha yang terarah pada pen-
ingkatan daya saing daerah.

Dalam rangka instrumentasi kebijakan, UU Cipta Kerja mengamanatkan sejumlah
Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai regulasi turunan
sekaligus menjadi panduan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda).
Terkait kemudahan berusaha dan layanan di daerah, ada dua regulasi turunan yang per-
lu mendapatkan perhatian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021) dan Pera-
turan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah (PP No. 6 Tahun 2021).

Pada tataran implementasi di daerah, pelaksanaan paradagima perizinan berbasis risiko
ini bergantung kesiapan dan respons tindak lanjut daerah terutama pada kebijakan,
kelembagaan (organisasi dan SDM), dan instrumen layanan digital (sarpras, jaringan in-
ternet). Ketiga komponen ini menjadi variabel utama untuk melihat gambaran kesia-
pan Daerah dalam menjalankan rezim baru regulasi perizinan berusaha. Lebih dari itu,
gambaran fakta pada ketiga element tersebut menunjukan tantangan dan kebutuhan
Daerah untuk mengimplementasikan UU Cipta Kerja dan regulasi turunanannya, ter-
utama penggunaan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) dalam
pelayanan perizinan berusaha.
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Menimbang pentingnya gambaran kesiapan dan kebutuhan Daerah tersebut, KPPOD
ingin berkontribusi dengan melakukan asesmen di Daerah untuk mengidentifikasi tan-
tangan dan kebutuhan Pemda dalam mengimplementasikan UU Cipta Kerja dan regu-
lasi turuannnya, terutama penerapan OSS RBA dalam memberikan pelayanan perizinan
berusaha di daerah. Hasil asesmen ini akan menjadi materi KPPOD dalam memberikan
masukan kebijakan kepada Pemerintah Pusat dan Pemda yang sedang mendorong
percepatan implementasi UU Cipta Kerja dan utilisasi OSS RBA dalam pelayanan perizin-
an berusaha di Daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Mengalir dari latar masalah di atas, rumusan pertanyaan yang dijawab dalam asesmen
ini adalah:

1) Bagaimana respons dan kesiapan kebijakan, kelembagaan dan digitalisasi
Daerah dalam menerapkan OSS RBA dalam pelayanan perizinan berusaha?

2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi OSS RBA da-
lam pelayanan perizinan berusaha di Daerah, baik dari sisi kebijakan maupun
kelembagaan dan platform layanan (digitalisasi)?

3) Bagaimana ekspektasi dan kebutuhan Daerah untuk mempercepat imple-
mentasi OSS RBA dalam pelayanan perizinan berusaha?

1.3 Tujuan Kegiatan

Asesmen ini bertujuan untuk:

1) Mengetahui proses dan kesiapan kebijakan, kelembagaan dan digitalisasi
Daerah dalam menerapkan OSS RBA dalam pelayanan perizinan berusaha;

2) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi OSS RBA
dalam pelayanan perizinan berusaha di Daerah, baik dari sisi kebijakan mau-
pun kelembagaan dan platform layanan (digitalisasi);

3) Mendapatkan gambaran ekspektasi dan kebutuhan Daerah untuk memper-
cepat implementasi OSS RBA dalam pelayanan perizinan berusaha.
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1.4 Signifikansi Kegiatan

Program ini memberi signifikansi kepada:

1)

4)

Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat mendapatkan gambaran tantangan dan kebutuhan Daer-
ah dalam implementasi UU Cipta Kerja dan regulasi turunanannya, terutama
penggunaan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) da-
lam pelayanan perizinan berusaha. Hasil asesmen ini pun dapat menjadi men-
jadi dasar bagi Pemerintah Pusat dalam menyempurnakan dan/atau merevisi
kebijakan dan seluruh program dalam mengakselerasi penerapan OSS RBA di
daerah.

Pemerintah Daerah:

Pemerintah Daerah menyalurkan aspirasi tentang tangangan dan kebutuhan
Daerah dalam melaksanakan dan mempercepat penerapan OSS RBA dalam
pelayanan perizinan berusaha.

Asosiasi Dunia Usaha dan Pelaku Usaha:

Asosiasi pelaku usaha dan pelaku usaha memiliki saluran untuk menyam-
paikan informasi dan materi sosialisasi yang dibutuhkan dalam mendapat-
kan pelayanan perizinan berusaha melalui OSS RBA.

KPPOD:

KPPOD memiliki materi dalam melakukan advokasi bagi perbaikan dan per-
cepatan penerapan OSS RBA di Daerah sebagai salah satu determinan utama
dalam meningkatkan kualitas tata kelola ekonomi dan daya saing daerah.

1.5 Daerah Asesmen

Kajian ini secara purposif mengambil lima kota yang menjadi pusat kegiatan investa-

si dan mewakili tiga wilayah regional Indonesia (Kawasan Barat Indonesia, Kawasan
Tengah Indonesia, dan Kawasan Timur Indonesia). Berdasarkan pertimbangan purpo-
sif tersebut, 5 daerah yang terpilih adalah Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Medan,
Kota Makassar, dan DKI Jakarta.
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2.1 Reformasi Perizinan Berusaha

Jaminan kepastian dan kemudahan berusaha merupakan prasyarat elementer bagi se-
tiap aktivitas investasi di daerah. Perizinan diperlukan bagi calon investor untuk dapat
memulai usahanyadilndonesia. Dalam konteks itu, reformasi perizinan berusaha menjadi
pintu masuk untuk meyakinkan para investor bahwa modal yang ditanam akan tumbuh
di dalam lingkungan usaha yang kondusif. Pelaku usaha akan memperoleh layanan mu-
dah, efisien dan berkepastian tanpa harus mengorbankan aspek keselamatan lingkun-
gan dan proteksi sosial. Secara konseptual reformasi perizinan berusaha menyasar pada
tiga area pembaruan: deregulasi, debirokratisasi, dan digitalisasi (KPPOD, 2019). Ketiga
area memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga efektivitas pembaruan pada satu area
tersebut bergantung dan/atau mesti didukung oleh perubahan pada area yang lain.

2.1.1 Deregulasi

Kajian KPPOD (2019) menunjukkan bahwa regulasi tetap menjadi salah satu hambatan
yang merintangi kemudahan layanan perizinan usaha. Persoalan utama: disharmoni
regulasi, konflik norma dan konflik kewenangan secara horizontal (antar kementerian/
lembaga) maupun vertikal (pusat dengan daerah); serta tak memadainya standarisasi
nasional berupa norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pada level tata laksana
perizinan di daerah.

Untuk itu, reformasi subtantif terkait kebijakan perizinan adalah melalui penataan kebi-
jakan berupa deregulasi. Deregulasi menjadi langkah vital dalam menghapuskan pem-
batasan dan peraturan yang bersifat menghambat (bottlenecking). Deregulasi sebagai
pengaturan kembali, penataan kembali peraturan perundang-undangan yang diakibat-
kan oleh berbagai sebab atau alasan. Beberapa alasan utama pemerintah melakukan
deregulasi, antara lain: 1) peraturan tidak lagi efektif dan tidak memberikan hasil yang
diinginkan; 2) perkembangan ideologi dan paradigma ekonomi terkait batas pengatur-
an institusi bisnis atau swasta; 3) tekanan politis dari stakeholder yang paling terkena
dampak regulasi.
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Deregulasi menjadi langkah vital pembenahan di hulu untuk mengintegrasikan penga-
turan semua jenis perizinan dan simplifikasi proses bisnis. Penataan ini menjadi lang-
kah tepat guna memperbaharui proses penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada
masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini dirasakan menghambat kegiatan usaha.
Proses penyempurnaan pelayanan perizinan harus dilaksanakan secara terpadu, lintas
instansi, lintas sektor, dan dikoordinasikan oleh satu instansi pemerintah yang memiliki
kompetensi dan kewenangan untuk mengambil kebijakan, mengurangiaturan prosedur
dan rasionalisasi kelembagaan pemerintah.

Tujuan akhir deregulasi perizinan usaha adalah rasionalisasi jumlah izin dan kepastian
izin. Strategi rasionalisasi izin dapat dilakukan melalui penghapusan (abolish), pengga-
bungan (combine), penyederhanaan (simpliied) atau pelimpahan (decentralize)—atau
yang lebih familiar dikenal dengan sebutan hapus, gabung, sederhanakan, limpahkan
(HGSL): pertama, penghapusan yaitu peniadaan atau pembatalan keberlakukan je-
nis perizinan yang selama ini diberlakukan dengan dihapuskannya perizinan tersebut;
kedua, penggabungan yaitu perumpunan ulang beberapa perizinan yang dipandang
sama secara substansi menjadi satu perizinan; ketiga, penyederhanaan yaitu penguran-
gan jenis/jumlah persyaratan yang selama ini diberlakukan karena dipandang sudah ti-
dak sesuai atau tidak relevan lagi untuk mendapatkan izin tersebut; keempat, pelimpa-
han yaitu proses pemberian izin kepada instansi di bawahnya dengan pertimbangan
jangkauan pelayanan lebih dekat dan lebih cepat (KPPOD, 2019).

2.1.2 Debirokratisasi

Debirokratisasi merupakan upaya memperpendek jalur birokrasi (business process efi-
ciency) dan mengembangkan partisipasi publik dalam birokrasi di antaranya melalui:
(@) prosedur yang tidak berliku; (b) Beban biaya yang ringan; (c) waktu layanan yang
lebih cepat. Hal-hal tersebut pula yang menjadi gamlbaran ideal yang diharapkan oleh
pelaku usaha dalam proses pengurusan izin usaha. Ketiga hal tersebut (prosedur, biaya
dan waktu) juga menjadi alat ukur bagi World Bank dalam laporan Doing Business yang
menggambarkan kemudahan dalam melakukan bisnis di negara-negara dunia.

Osborne dan Gaebler dalam Reinventing Government menyatakan bahwa prinsip-prin-
sip birokrasi perlu bertujuan untuk menciptakan organisasi pelayanan publik yang kecil,
efisien, cepat, efektif, biaya operasional murah dan kompetitif' sehingga, pelayanan pub-
lik oleh birokrasi dapat menjadi lebih optimal dan akuntabel. Menurut Weber dalam Gri-
in (2004), debirokratisasi adalah upaya menyederhanakan suatu prosedur yang diang-
gap terlalu berbelit. Debirokratisasi juga diartikan sebagai prasyarat bagi pembangunan
ekonomi dan upaya penciptaan industri modern.

1 David Osborne dan Ted Gaebler, 1996, “Mewirausahakan Birokrasi,’ Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
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Merujuk dari Teori Pertumbuhan Solow, debirokratisasi berpeluang untuk mencapai
ekonomi modern yang berkelanjutan, industrialisasi yang cepat dan akhirnya menuju
fase lepas landas (take-of) kepada pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dalam bidang perizinan usaha, salah satu strategi yang dianggap ideal digunakan ada-
lah perampingan birokrasi (downsizing government). Perampingan birokrasi dalam
sektor publik dirancang untuk mengurangi ukuran (tenaga kerja) dari institusi publik
dalam upaya untuk meningkatkan eisiensi dan efektivitas layanan publik (World Bank,
2015: 247 dalam KPPOD, 2019). Strategi ini merupakan bagian dari upaya keseluruhan da-
lam meningkatkan kepuasan dalam layanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Strate-
gi downsizing secara efektif menjadi semakin penting dalam praktik manajemen pe-
layanan publik juga karena dianggap mampu meminimalisir potensi dampak negatif
dari mis-manajemen dan berbagai penyimpangan seperti red tape bureaucracy, praktik
perburuan rente, dsb.

2.1.3 Digitalisasi

Penggunaan platform digital bertujuan untuk mensimplifikasi prosedur, waktu, dan bi-
aya pelayanan perizinan. Praktik modern dan efisien ini juga akan meningkatkan trans-
paransi, kepastian dan mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan kepu-
tusan investasi. Dalam pelaksanaan perizinan berbasis elektronik, kondisi ideal yang
diharapkan oleh pihak swasta antara lain: layanan online yang tersedia dimanapun dan
kapanpun (one cloud) dan diperuntukkan (comply) untuk seluruh perangkat elektron-
ik melalui internet; single point transaction (antara agen pemeritahan dan pengguna);
database bisnis dan perizinan yang terintegrasi; pemantauan dan pelacakan aplikasi izin
secara online; penentuan dan pelaksanaan izin dalam standarisasi prosedur, waktu dan
biaya yang ditetapkan; serta integrasi platform perizinan dan sertiikasi internasional.

Selain pihak swasta, kondisi ideal juga diharapkan tercermin dari agensi pemerintah se-
bagai pelayan proses perizinan, antara lain: persepsi publik yang meningkat mengenai
kelembagaan sektor publik; kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi,
hukum dan peraturan; penetapan key performance indicator berdasarkan tahap layanan
perizinan; pengurangan dokumen (digitalisasi data); otomatisasi dalam proses penguru-
san izin; serta penyerahan dan penerimaan dokumen izin secara online.

2.2 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

UU Cipta Kerja menerapkan paradgima baru dalam pelayanan perizinan berusaha:
Risk-Based Approach. Dalam pendekatan ini “tingkat risiko menjadi sebuah pertim-
bangan atas setiap tindakan atau usaha yang dilakukan. Semakin tinggi potensi risiko
yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis tertentu, semakin ketat kontrol dari Pemerin-
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tah dan semakin banyak perizinan yang dibutuhkan atau inspeksi yang dilakukan?’
Dengan demikian, melalui pendekatan ini, dokumen legal perizinan setiap kegiatan
perizinan berusaha ditentukan tingkat risiko dari aktivitas usaha tersebut.

Adapun faktor-faktor yang menimbulkan atau menciptakan risiko, antara lain adalah
pertama, jenis kegiatan, semakin besar kemungkinan kerusakan yang ditimbulkan se-
buah kegiatan, semakin tinggi tingkat risikonya; kedua, ukuran pendirian, pendirian yang
besar memiliki dampak negatif lebih tinggi secara proposional jika terjadi kecelakaan;
ketiga, lokasi pendirian, tempat usaha yang berdiri atau dibangun di dekat sumber daya
alam sensitive atau bersentuhan dengan daerah padat penduduk memiliki risiko yang
tinggi; keempat, sejarah kepatuhan, semakin sering pengalaman pelanggaran pada se-
buah kegiatan, semakin tinggi tingkat risikonya3.

Prinsip Perizinan Usaha Berbasis Risiko adalah Trust but Verify. Sebab pada dasarnya,
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengubah konsep perizinan yang bersifat ex-an-
te (persyaratan dipenuhi di awal) dengan konsep peizinan ex-post (verifikasi dilakukan
setelah persyaratan terpenuhi). Konsep ini terutama dapat diterapkan untuk jenis kegia-
tan usaha yang berisiko rendah atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya.
Setelah Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, pemerintah se-
bagai otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut. Pemohon
izin usaha diberikan kemudahan dalam mendapatkan legalitas usaha. Namun, penga-
wasan pasca pemberian izin menjadi proses yang mesti akuntabel dan transparan.

Tujuan penerapan pendekatan ini adalah meningkatkan investasi dan kegiatan beru-
saha melalui pelaksanaan penerbitan perizinan secara lebih efektif dan sederhana; serta
pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggung-
iawabkan. Sementara bagi dunia usaha dan masyarakat umum, pendekatan ini akan
meminimalisasi potensi risiko dan menikmati proses yang efektif-efisien dalam pengu-
rusan perizinan berusaha.

2.3 Regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

UU Cipta Kerja memiliki 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden sebagai reg-
ulasi turunannya. Asesmen ini hanya fokus pada PP terkait penyelenggaraan OSS RBA
di Daerah yaitu PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 6 Tahun 2021 serta PP No. 10 Tahun 2021.

2.3.1 PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

Penyelenggaraan perizinan berbasis risiko yang diatur dalam PP ini adalah a. penga-
turanPerizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. norrna, standar, prosedur, dan kriteria Per-

2 Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, p.83.
3 Ibid.
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izinan Berusaha Berbasis Risiko; c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan
Sistem OSS; d. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; e. evaluasi dan
reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; f. pendanaan Perizinan Beru-
saha Berbasis Risiko; g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko; dan h. sanksi.

Adapun peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah; b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko
menengah; dan c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi. Kegiatan usaha dengan
tingkat Risiko menengah terbagi atas: a. tingkat Risiko menengah rendah; dan b. tingkat
Risiko menengah tinggi.

| Kriteria risiko (dasar) | [ Tingkat Risiko Jenis Perizinan Berusaha
dan Tipe Pengawasan
= NIB
KESELAMATAN LINGKUNGAN E PENC AWACAR T &
3
@ @) |3 __
-
MENENGAH RENDAH/ SERTIFIKAT STANDAR
G s e a PENGAWASAN TIPE 2 - 3
E
1ZIN
s
-

Gambar 1. Analisis Risiko

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah berupa NIByang
menjadi identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas melaksanakan kegiatan usaha. NIB
kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah juga berlaku sebagai: a. Standar Nasional
Indonesia (SNI) dan/atau b. pernyataan jaminan halal di bidang jaminan produk halal.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah be-
rupa: a. NIB; dan b. Sertifikat Standar. Sertifikat Standar untuk melaksanakan kegiatan
usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha diberi-
kan melalui Sistem OSS. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko
menengah tinggi berupa: a. NIB; dan b. Sertifikat Standar. Sertifikat Standar diterbit-
kan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenu-
han standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha. Singkatnya, setelah mem-
peroleh NIB, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi
standar pelaksanaan kegiatan usaha dan dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah. Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum ter-
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verifikasi. Sertifikat Standar yang belum terverifikasi ini dasar bagi Pelaku Usaha untuk
melakukan persiapan kegiatan usaha. NIB dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi
merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan opera-
sional dan | atau komersial kegiatan usaha.

Untuk Perizinan Berusaha dengan tingkat Risiko tinggi berupa: a. NIB; dan b. Izin. 1zin
merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan
kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan
usahanya. Sebelum memperoleh Izin, Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk
persiapan kegiatan usaha. NIB sebagaimana dan Izin merupakan Perizinan Berusaha
bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional danlatau komersial kegiatan
usaha. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan Sertifikat Standar usaha
dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

2.3.2 PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah

PP No 6 Tahun 2021 mengatur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang me-
liputi: a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; b. pelaksanaan-
Perizinan Berusaha di daerah; c. Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha; d. pel-
aporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; e. pembinaan dan pengawasan;
f. pendanaan; dan g. sanksi administratif. Dalam PP ini, pengelolaan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah diatur secara elektronik mulai dari tahap permohonan
sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
Ketetapan ini menjadi modal legalitas bagi pelaku usaha untuk memulai dan menjalank-
an usaha dan atau kegiatannya. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah provinsi
dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi, sedangkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
di Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten/kota.

PP ini juga menetapkan bahwa pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah
wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Dalam pasal 11,
diatur bahwa Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara
mandiri oleh Pelaku Usaha. Pelayanan Sistem OSS dilakukan secara mandiri oleh Pelaku
Usaha, bisa menggunakan perangkat/fasilitas sendiri maupun dengan yang disediakan
oleh DPMPTSP. Jika pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri,
DPMPTSP akan melakukan: pelayanan berbantuan; dan/atau pelayanan bergerak. Pe-
layanan berbantuan dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha,
sedangkan Pelayanan bergerak dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pe-
layanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana
lainnya.
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Apabila Sistem OSS belum tersedia, maka Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan
Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP; yang kemudian akan men-
ghubungkan perizinan luring ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat. Persetu-
juan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha akan diinformasikan
kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi. Jika terjadi gangguan teknis dengan
sistem OSS, maka masyarakat dapat menyampaikan hal tersebut kepada DPMPTSP. DP-
MPTSP harus menyediakan pelayanan berbantuan paling lama 1 (satu) Hari sejak dinya-
takan terjadinya gangguan teknis.

Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum
memiliki aksesibilitas yang memadai, permmohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan
di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa lain. Selain mengajukan di kantor keca-
matan atau kantor kelurahan/desa lain, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan
Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.

2.3.3 PP No 10 Tahun 2021 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

PP ini mengatur soal penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi; evaluasi rancangan Perda
dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi; pengawasan Perda mengenai pajak dan Retri-
busi; dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha; serta sanksi administratif.
Tujuandalam aturan iniuntuk mampu mendorong tingkat kepatuhan Pemerintah Daer-
ah dalam mengimplementasikan penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi secara nasional
serta dalam penyusunan Perda mengenai Pajak dan Retribusi. Ruang lingkup dalam
Peraturan Pemerintah ini meliputi: a. penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi; b. evaluasi
rancangan Perda dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi; c. pengawasan Perda men-
genai pajak dan Retribusi; d. dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha; dan
e. sanksi administratif. Tujuan dari Pengaturan Peraturan Pemerintah ini bertujuan: a.
memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Fiskal Na-
sional; dan b. mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemu-
dahan berusaha dan layanan daerah.
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2.4 Kerangka Berpikir

Mengalir dari pemaparan di atas, kerangka berpikir yang dibangun dalam kegiatan ini
dapat ditunjukan dalam visualisasi dalam gambar dan tabel di bawah ini.
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3.1 Pendekatan

Asesmen ini dilakukan melalui kajian kualitatif yang menggabungkan analisis kebijakan
(regulasi) dan data (informasi) lapangan. Kerja analisis regulasi dilakukan untuk mem-
peroleh informasi dan penilaian atas kesiapan daerah dalam mengimplementasikan UU
Cipta Kerja, terutama kedua Peraturan Pemerintah (PP No. 05 Tahun 2021, PP No. 06
Tahun 2021).

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data/informasi yang dikumpulkan dalam studi ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dari para narasumber/informan kunci yaitu Pemerintah
Daerah dan pelaku usaha . Data/informasi kesiapan Daerah terkait implementasi tiga PP
diperoleh melalui wawancara mendalam dan forum diskusi terfokus (focus group dis-
cussion/FGD). Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan adalah data/informasi terkait
kebijakan daerah yang berkaitan dengan kemudahan berusaha.

Tabel 1. Narasumber Penelitian

1. Pemda DPMPTSP
Dinas PU PR
Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kominfo

Badan Pendapatan Daerah

Bappeda

Biro Hukum Sekretariat Daerah

Biro Ekonomi Sekretariat Daerah

Dinas Tarukim (Tata Ruang dan Pemukiman)

2. Instansi Vertikal BPN
Kanwil Hukum dan HAM
3. | Dunia Usaha DPP/DPK Apindo

KADIN Daerah

Pelaku Usaha (rekomendasi asosiasi)
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3.3 Fokus Asesmen

Asesmen ini fokus pada tiga area reformasi kemudahan dan kepastian berusaha yaitu
kebijakan (regulasi) daerah, kelembagaan daerah, dan digitalisasi daerah.

3.3.1 Kebijakan Daerah

Kebijakan Daerah (regulasi) menjadi variabel penting yang menentukan implemen-
tasi UU Cipta kerja, terutama penerapan OSS RBA. Beleid ini dan regulasi turunannya
memuat sejumlah pokok pengaturan terkait penyelenggaran perizinan yang harus dia-
tur dalam kebijakan daerah, baik peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.
Respons dan tindak lanjut kebijakan daerah pun menjadi penentu gambaran tantan-
gan dan kesiapan Daerah dalam menerapkan OSS RBA. Adapun aspek dan indikator
pada area kebijakan ini adalah:

B Pertama, Respons Kepatuhan Kebijakan: Pembahasan Ranperda/Raperkada;
Pemda telah mengeluarkan perda/perkada mengenai perizinan berusaha.

B Kedua, Kelengkapan Kebijakan: Perda atau Ranperda Perizinan (Perda RTRW, Per-
kada RDTR, Perizinan Berusaha, Perda Bangunan, Perda terkait Lingkungan).

3.3.2 Kelembagaan Daerah

Struktur kelembagaan yang sederhana dan SDM berkualitas menentukan pelayanan
perizinan berusaha yang efektif dan efisien. Pembentukan DPMPTSP menjadi salah satu
upaya mencapai lembaga pelayanan yang lincah. Selain itu, sebuah lembaga akan ber-
jalan dengan baik apabila dikelola oleh individu-individu berkualitas yang menguasai
dengan baik bidang kerjanya. Karena itu, indikator kesiapan kelembagaan daerah dalam
mengimplementasikan aturan turunan UU Cipta Kerja yakni:

e Pertama, Respons kepatuhan Kelembagaan

e Kedua, jumlah SDM

e Ketiga, kompetensi SDM

e Keempat, keikutsertaan dalam pelatihan OSS RBA

e Kelima, aktivitas mendorong kemitraan UMKM dengan investor

3.3.3 Digitalisasi Daerah

OSS RBA merupakan digitalisasi pelayanan perizinan berusaha. Plaftorm ini memberikan
kemudahan dan kepastian bagi publik Melalui sistem ini, pemohon izin bisa mengakses
layanan perizinan kapan dan dimanapun. Namun, penerapan OSS RBA di daerah juga
tergantung pada ikhtiar daerah untuk menyiapkan infrastruktur penunjang. Indikator
digitalisasi daerah dalam mengimplementasikan aturan turunan UU Cipta Kerja yakni:
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e Pertama, respons digitalisasi: upaya/pembahasan OSS RBA dan sistem eksisting
yang berlaku

e Kedua, ketersediaan infrastruktur: internet dan sarana prasarana pendukung lain

Tabel 2. Aspek dan Indikator Penilaian

No ASPEK INDIKATOR
1. | REGULASI 1) Respons Kepatuhan Kebijakan:

e Pembahasan Ranperda/Raperkada

e Pemda mengeluarkan Perda/perkada
mengenai perizinan berusaha

2) Kelengkapan Kebijakan: Perda atau Ranper-
da Perizinan (Perda RTRW, Perkada RDTR,
Perizinan Berusaha, Perda Bangunan, Perda
terkait Lingkungan).

2. | KELEMBAGAAAN | A. Kriteria kelembagaan

Respons kepatuhan Kelembagaan: pembahasan
penyesuaian struktur DPMTPSP

B. Sumber Daya Manusia

1) Jumlah SDM, khususnya Bidang Pelayanan/
Perizinan Berusaha dan Pengawasan/
Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Usaha

2) Kompetensi SDM (status kepegawaian,
kepemilikan sertifikat, pengalaman)

3) Keikutsertaan dalam pelatihan OSS RBA

C. Kriteria Realisasi Perizinan Berusaha

Aktivitas mendorong kemitraan UMKM dengan
investor (ex: lokakarya, kegiatan matchmaking,
temu bisnis, Perda/Perkada)

3. | DIGITALISASI 1) Respons Digitalisasi: upaya/pembahasan
OSS RBA dan sistem eksisting yang berlaku

2) Ketersediaan infrastruktur: internet dan sa-
rana prasarana pendukung lain
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Reformasi penerbitan perizinan berusaha memasuki babak baru pasca UU Cipta Kerja
disahkan. Beleid ini mengamanatkan penggunaan Pendekatan Berbasis Risiko (RBA =
Risk Based Approach) dalam proses dan penetapan jenis Perizinan Berusaha di Indone-
sia® Implikasinya, penyelenggaraan perizinan berusaha (termasuk yang sudah berbasis
digital) di daerah mengalami perubahan pada sisi prosedur, waktu, maupun biaya. Ihwal
perubahan tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk segera memberikan respons
dan tindak lanjut pada aspek kebijakan, kelembagaan, dan platform digital. Respon
tersebut sangat menentukan tercapainya agenda debirokrasi, deregulasi, dan digitalisa-
si perizinan berusaha melalui OSS RBA.

4.1 Alur Sistem Perizinan OSS RBA

Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS RBA) merupakan platform penye-
lenggaraan perizinan berusaha berbasis digital yang terbitkan untuk pelaku usaha untuk
memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Platform ini ini merupakan agenda upgrade
dan respon atas amanat UU Cipta Kerja beserta peraturan turunan terkait. Platform ini
resmi dirilis pada tanggal 09 Agustus 2021 (10 bulan sejak UU Cipta Kerja disahkan-05 Ok-
tober 2021). Penyelenggaraan perizinan ini dilakukan secara digital dengan menerbitkan
perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha®.

Perbedaan antara OSS RBA dan OSS 1.1 (versi PP 24/2018) terletak pada sisi prosedur
untuk memperoleh perizinan berusaha. OSS 1.1 tidak menggunakan klasifikasi resiko
dalam menentukan derajat perizinan. Pada sistem ini, pelaku usaha wajib mendapa-
tkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan
oleh Lembaga OSS. NIB diterbitkan dalam bentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang
diberi pengaman serta dengan tanda tangan elektronik pasca pelaku usaha melakukan
pendaftaran. Sesuai aturan PP 24/2018 tentang OSS, NIB berlaku sebagai Tanda Daftar
Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (APl) dan Akses Kepabeanan. Dalam OSS

4 Mekanisme RBA diatur pada Pasal 7 s.d. Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk diterapkan dalam
menentukan jenis Perizinan Berusaha untuk setiap kegiatan usaha di Indonesia
5 Mekanisme penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
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ini, tidak ada perbedaan proses pengajuan NIB di OSS baik untuk perusahaan peroran-
gan, badan usaha, dan badan hukum. Proses selanjutnya adalah mendapatkan Izin Us-
aha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan lzin
Usaha dan Izin Komersial atau Operasional itu sendiri. Alur pelayanan perizinan berusaha
OSS 1.1 dijabarkan dalam gambar berikut.
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Gambar 3. Perizinan Dasar dalam Alur Perizinan Berusaha (Eksisting Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018)

Gambar 3. Alur Perizinan OSS 1.1 menurut PP 24/2018

Sedangkan pada OSS RBA, penerbitan perizinan berusaha diberikan sesuai dengan level
risiko usaha. Level tersebut meliputi:

a) Pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah memperoleh NIB yang secara otomatis
berlaku sebagai legalitas untuk melaksanakan usaha (Pasal 12 ayat (1) PP 5/2021).
NIB tersebut juga berlaku sebagai standar nasional Indonesia (SNI) dan pernyata-
an jaminan halal sesuai ketentuan perundang-undangan bagi pelaku usaha UMK
(Pasal 12 ayat (1) PP 5/2021);

b) Pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah rendah memperoleh perizinan
berusaha berupa NIB dan sertifikat standar berupa pernyataan guna memenuhi
standar usaha (Pasal 13 ayat (1) PP 5/2021);

c) Pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi memperoleh NIB sebagai
perizinan berusaha dan sertifikat standar yang diterbitkan pemerintah pusat atau
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pemerintah daerah (Pasal 14 ayat (1) PP 5/2021); d) Pelaku usaha dengan tingkat
risiko tinggi mendapatkan NIB dan izin yang wajib dipenuhi sebelum melakukan
kegiatan usaha (Pasal 15 ayat (1) PP 5/2021).

Diferensiasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa semakin tinggi tingkatan baha-
ya suatu jenis usaha, maka semakin banyak persyaratan keamanan yang harus dipenuhi
agar tidak mendistorsi kualitas lingkungan, ekonomi, dan sosial yang ada. Derajat baha-
ya tersebut diukur dengan memperhatikan penilaian tingkat bahaya, potensi terjadinya
bahaya tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

OSS RBA juga memberikan kemudahan dan kepastian kepada pelaku UMK. Pelaku UMK
menikmati jalur sendiri dan berbeda dengan usaha Non-UMK. Para pelaku UMK dikat-
egorikan pada level risiko rendah sehingga hanya mengurus NIB. Pada praktiknya, pen-
gurusan NIB hanya membutuhkan waktu 5 -10 menit jika dukungan sarpras dan infras-
truktur internet (sinyal) optimal.

Selain itu, OSS-RBA memberikan pelayanan perizinan berusaha pada berbagai ma-
cam sektor usaha. Pengaturan ini secara jelas diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PP 5/2021)
dimana sektor tersebut meliputi: Kelautan dan Perikanan; Pertanian; Lingkungan Hid-
up Dan Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Ketenaganukliran; Perindustrian;
Perdagangan; Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Transportasi Kesehatan, Obat,
dan Makanan; Pendidikan dan Kebudayaan; Pariwisata; Keagamaan; Pos, Telekomuni-
kasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi Elektronik; Pertanahan dan Keamanan; dan
Ketenagakerjaan.

OSS RBA pada tataran ideal akan mengintegrasikan pelayanan perizinan berbasis digi-
tal sektoral. Misalnya, pelayanan persetujuan bangunan gedung dilakukan melalui SIM-
BG, persetujuan kesesuian pemanfaatan ruang diperoleh melalui Gistaru, dan proses
mendapatkan persetujuan kelayakan lingkungan dilakukan pada Amdalnet. Pada prak-
tiknya, sistem-sistem sektoral tersebut masih dalam proses pengintegrasian sehingga
business process perizinan tersebut masih terpisah-pisah.

Pada dimensi proses, pelaksanaan perizinan berusaha memiliki alur yang bervariasi se-
suai risiko yang ditetapkan. Setiap pelaku usaha (orang maupun badan) yang hendak
melakukan registrasi perizinan berusaha akan menjalani tahapan yang berbeda sesuai
dengan derajat risiko yang telah ditetapkan dalam assessment sistem smart engine OSS
RBA. Panduan terkait mekanisme pengurusan perizinan berusaha OSS untuk pelaku us-

aha dan regulator perizinan dapat diakses melalui https://oss.go.id/panduan.

Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko menghadirkan inovasi berupa ber-
lakunya asas fiktif positif. PP No. 05 Tahun 2021 menjelaskan bahwa menteri/kepala
lembaga, gubernur, bupati/walikota, administrator kawasan ekonomi khusus, dan/atau
kepala badan pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing- masing dalam
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melakukan pemeriksaan persyaratan Perrzinan Berusaha harus sesuai dengan jangka
waktu; dan memberikan Perizinan Berusaha harus sesuai dengan masa berlaku. Lampi-
ran | menjabarkan secara komprehensif mengenai batasan waktu terkait proses pemer-
iksaan dan penerbitan perizinan berusaha. Melalui pemberlakuan asas ini, diharapkan
proses penerbitan perizinan berusaha dapat dilakukan sesuai prosedur dan waktu yang
tepat sehingga tidak menghambat investasi daerah.

4.2 Tantangan dan Kebutuhan Pemda

4.2.1. Aspek Regulasi

UU Cipta Kerja menjadi instrument hukum berupa regulasi perizinan untuk mendukung
kemudahan berusaha di daerah. Dalam proses implementasi, UU ini membutuhkan se-
jumlah kelengkapan peraturan turunan berupa Perda RTRW, Perkada RDTR, dan perda
lain yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan Persetujuan Bangunan Ge-
dung dan Sertifikat Laik Fungsi, Kelayakan Lingkungan, dsb.

Proses dan implementasi tindak lanjut kebijakan daerah bervariasi. Kota Medan, Balik-
papan dan Makassar saat ini masih proses penyusunan Peraturan Walikota Kemudahan
Berusaha. Pemda telah melakukan identifikasi dan pembuatan daftar inventaris mas-
alah. Dalam proses penyusunan regulasi turunan ini telah melibatkan dan komunika-
si dengan stakeholders terkait (asosiasi pengusaha/usaha). Implikasinya, adalah pemda
masih menggunakan regulasi yang lama yang berdampak pada ketidaksesuaian proses
perizinan bisnis dengan tata kerja baru dalam kerangka OSS RBA sehingga muncul va-
riasi perizinan di daerah.

Sementara Kota Surabaya telah memiliki Perwali No 41/2021 tentang Perizinan Berusaha,
Perizinan Non Berusaha dan pelayanan Non-Perizinan. Perwali ini telah disesuaikan den-
gan amanat UU Cipta kerja beserta peraturan turunannya (PP 5/2021 dan PP 6/2021). Per-
wali ini menegaskan bahwa pelayanan perizinan berusaha menggunakan sistem dari
pusat (OSS RBA). Sementara perizinan non-berusaha menggunakan aplikasi daerah yaitu
Surabaya Single Window (SSW). Selain itu, Kota Surabaya telah menerbitkan izin resiko
rendahdan menengahrendah melaluiaplikasiOSS RBA (hanya memerlukan NIBdansert-
ifikat standar) sedangkan pelayanan perizinan usaha resiko menengah tinggi dan tinggi
masih terkendala persoalan RDTR yang belum terintegrasi dengan Gistaru (ATR/BPN).
Persoalan yang sama ditemukan pada pelayanan PBG dan Kelayakan Lingkungan kare-
na sistem sektoralnya belum terintegrasi sepenuhnya dengan OSS RBA. Selain itu, Kota
Surabaya sudah menerbitkan Perda RTRW dan RTDRK sebelum PP No. No. 05 Tahun
2021 dan PP No 06 Tahun 2021. Sementara Perda tentang perizinan bangunan gedung
dan lingkungan dalam proses penyesuaian dengan PP 16/2021 dan PP 22/2021.
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Sementara Kota Medan telah memiliki Perwali No. 26/2021 tentang pendelegasian ke-
wenangan penyelenggaraan perizinan berusaha kepada dinas penanaman modal dan
PTSP. Adapun kelengkapan kebijakan yang lain (RTRW, RDTR, lingkungan dan bangu-
nan) dalam mendukung kemudahan berusaha masih dalam proses penyesuaian den-
gan UU Cipta Kerja.

Adapun respons kebijakan DKI Jakarta adalah DPMPTSP menerbitkan instruksi, surat
edaran dan pengumuman sebagai respon soft launching Sistem OSS RBA:

a. Kebijakan: Instruksi Kepala DPMPTSP No. 85 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizin-
an Berusaha dalam Masa Soft Launching Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS;
Surat Edaran Kepala DPMPTSP Nomor 32/SE/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha setelah Masa Soft Launching Sistem OSS
Berbasis Risiko di lingkungan DPMPTSP; Pengumuman No. 84 Tahun 2021 ten-
tang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dalam Masa Soft Launching Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS.

b. DPMPTSP telah berkoordinasi dengan Biro Hukum terkait penyesuaian peraturan
(Pasal 38 ayat (2) PP 6/2021 tentang Perizinan Berusaha di daerah)

c. Merevisi Revisi Pergub No. 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTSP
(Harmonisasi dengan UU CK dan peraturan pelaksananya). Saat ini dalam proses
harmonisasi dan fasilitasi Kemendagri, RI.

Pemda menghadapi tantangan ketidaklengkapan pokok-pokok penyelenggaraan per-
izinan OSS RBA dalam regulasi pusat, antara lain:

B Pertama, lampiran pada PP 5/2021 tidak mengatur jelas terkait syarat dan jangka
waktu perizinan. Bentuk dan pengawasan pada sektor tertentu tidak diatur juga
dalam PP 5/2021. Dampaknya akan terjadi variasi praktek antardaerah, sebab tidak
ada standar acuan layanan dan tidak menutup kemungkinan Pemda akan kem-
bali menggunakan SOP yang lama.

B Kedua, masih terdapat jenis perizinan non-KBLI, non-berusaha non KBLI dan non-
perizinan yang belum diatur; tidak terdapat peraturan khusus terkait penambah-
an KBLI terhadap perizinan berusaha;

B Ketiga, belum terdapat batasan dalam penerapan diskresi oleh Pemda dalam
penerapan OSS RBA. Masalah ini tentu berimplikasi pada inefektivitas pelaksa-
naan sistem OSS RBA.

B Keempat, khusus di DKI Jakarta, terdapat kewenangan Pemprov DKI Jakarta da-
lam penyelenggaraan otonomi daerah terkait penerbitan izin dan non-izin yang
tidak diakomodadir dalam PP 5/2021; Sembilan belas izin dan Non-Izin pada Per-
gub 47/2017 yang tidak diakomodasi PP 5/2021; dan, dua puluh sembilan Perizinan
Berusaha Praktik Tenaga Kesehatan yang dikecualikan sesuai Pasal 123 PP 5/2021
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kehadiran UU Cipta Kerja menambah jumlah perizinan pasca di terbitkannya PP
5/2021. Di DKI Jakarta misalnya, jumlah izin yang menjadi kewenangan pemda
bertambah: dari 269 menjadi 1385 pasca UU Cipta Kerja.

4.2.2 Aspek Kelembagaan

Platform OSS RBA bertujuan mengintegrasikan seluruh layanan (kementerian/lembaga
[Pusat) maupun antara dinas teknis dan DPMPTSP [daerah]). Kelembagaan daerah tentu
harus menyesuikan diri dengan sistem baru tersebut. Dalam rangka penyederhanaan
tersebut, Pemerintah mengeluarkan Permendagri No. 25 tahun 2021 tentang DPMPTSP
yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan untuk sejumlah sektor us-
aha di daerah. Peraturan tersebut memuat rincian struktur kelembagaan dan tupoksi
DPMPTSP. Termasuk, terkait perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional
dalam pengelolaan penanaman modal dan penataan perizinan.

Senada dengan dimensi kebijakan di atas, proses dan tindak lanjut kelembagaan daerah
juga bervariasi. Kota Makassar dan DKI Jakarta sudah menyesuaikan struktur DPMPTSP.
Terkait jabatan fungsional, Kota Makassar masih dalam proses penyesuaian dan ditarg-
etkan terpenuhi akhir tahun 2021. Selain itu, mulai Oktober 2021, seluruh OPD teknis pe-
layanan perizinan dan non perizinan akan berkantor di DPMPTSP Kota Makassar untuk
membantu proses pelayanan perizinan.

Sedangkan Kota Medan dan Kota Balikpapan belum melakukan perubahan terkait
struktur DPMTSP. Kedua kota tersebut masih menggunakan struktur lama. Saat ini Kota
Medan masih dalam proses penyesuaian dan akan melakukan pengurangan eselon ses-
uai Permendagri 25/2021. Sedangkan Kota Balikpapan tidak melakukan perubahan pada
struktur DPMPTSP, hanya memperkuat sistem pengawasan. Sementara Kota Surabaya
masih dalam tahap proses mencari informasi ke biro organisasi pemerintah provinsi un-
tuk penyesuaian struktur DPMPTSP.

Terkait SDM DPMPTSP, hampir semua daerah memiliki daya dukung jumlah staf yang
mumpuni. DPMPTSP Kota Makassar memiliki 100 staf, termasuk terrmasuk bidang pena-
naman modal. Sementara jumlah SDM DKI Jakarta mencapai sekitar 1.000 staf di bidang
pelayanan perizinan, ditambah tenaga Non-PNS. Kota Surabaya memiliki 150 orang staf
di DPMPTSP. Jumlah tersebut belum ditambah dengan staf perangkat daerah lain (tim
teknis perizinan) yang membantu bidang pelayanan perizinan. Sedangkan DPMPTSP
Kota Medan memiliki 168 orang yang terbagi dalam 2 fungsi penaman modal dan tugas
fungsi pelayanan terpadu. Sedangkan, SDM di DPMPTSP Kota Balikpapan berjumlah 94
orang, khusus Bidang Pelayanan Perizinan berjumlah 19 staf.

Dalam upaya capacity building, semua daerah sudah melakukan kegiatan dan upaya
untuk mendukung pelaksanaan perizinan berbasis OSS RBA. Beberapa staf DPMPTSP
Kota Makassar sudah mengikuti berbagai pelatihan OSS RBA. Staf DPMPTSP juga sudah
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melakukan pendampingan pengisian OSS terhadap pelaku usaha (Online dan Offline)
serta mempertemukan Pelaku Usaha UMKM dengan investor. DKI Jakarta juga sudah
melakukan peningkatan kapasitas pegawai dan masyarakat dengan melakukan pelati-
han serta sosialisasi kepada masyarakat. Daerah khusus ini juga sudah melakukan 3 kali
sosialisasi terkait sistem OSS RBA. Di Surabaya, beberapa staf OPD teknis telah mengiku-
ti pelatihan OSS RBA. Selain itu, staf di DPMPTSP Kota Surabaya telah mengikuti pelati-
han layanan publik dan sebanyak 3 orang telah tersertifikasi BKPM RI. Kota Medan telah
melaksanakan pelatinan/bimbingan teknis terkait simulasi OSS RBA khususnya bagi staf
yang terlibat dalam perizinan berusaha.

Dalam rangka memastikan kompetensi yang terstandarisasi, Pemda juga menfasilita-
si SDM untuk mengikuti proses sertifikasi. DPMPTSP Kota Surabaya memiliki tiga SDM
yang tersertifikasi oleh BKPM RI. Selain itu, DPMPTSP Kota Surabaya juga telah mengi-
kuti pelatihan layanan publik da mengikuti workshop layanan prima terkait peningkatan
kualitas pegawai (internal) setiap tahun. Di Kota Medan, ada empat (4) staf DLH yang
tersertifikasi; dan setiap tahun DPMPTSP mengirimkan staf untuk mengikuti Diklat yang
diadakan oleh BKPM. Di Kota Makassar, pegawai DPMPTSP dan OPD teknis mengikuti
berbagai pelatihan. Di Kota Balikpapan, ada delapan (8) orang dari DPPR Kota Balikpa-
pan yang sudah tersertifikasi; dan para pegawai Sudah mengikuti pelatihan OSS RBA
setiap minggu. Saat ini SDM DPMPTSP Kota Balikpapan sedang mempersiapkan untuk
memberi sosialisasi dan pendampingan ke pelaku usaha.

4.2.3 Aspek Digitalisasi

Dari lima kota studi, hanya tiga daerah (Medan, DKI Jakarta, dan Surabaya) yang telah
memiliki Rencana Detail Tata Ruang Digital (RDTR Digital). Dalam rezim OSS berba-
sis resiko, RDTR merupakan syarat wajib untuk proses perizinan. Hal tersebut jelas dia-
tur dalam PP No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pemerintah
daerah wajib mengintegrasikan RDTR ke dalam sistem OSS Berbasis Risiko dalam ben-
tuk digital. Permasalahan yang muncul kemudian, belum semua daerah memiliki RDTR
digital. Kota Balikpapan dan Makassar merupakan contoh daerah yang belum memiliki
RDTR digital dikarenakan RDTR yang dimiliki masih sangat terbatas dan belum lengkap.

Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan, dan DKI Jakarta sudah memiliki dukungan kap-
asitas jaringan internet. Kelima kota besar ini memiliki kapasitas infrastruktur digital
yang mumpuni. Ketersediaan ini sangat mendukung pengurusan perizinan melalui OSS
RBA, terutama pada pelayanan usaha risiko rendah atau menengah rendah. Tentu ini
menjadi pekerjaan rumah bagi daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan pada
ketersediaan infrastruktur digital.

Daerah masih menghadapi keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi di bidang
digital. Kota Balikpapan misalnya masih membutuhkan sosialisasi dan pendampingan



Implementasi OSS RBA di Daerah

terkait pengintegrasian guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. DKI Jakarta
pun turut menjadi daerah yang membutuhkan sosisalisasi terkhusus sistem Amdalnet.
Selain itu, penggunaan hak akses terhadap OSS RBA juga bervariasi. Kota Balikpapan
dan Medan merupakan daerah yang belum menerima hak akses tersebut. Kota Balikpa-
pan sendiri sedang dalam tahap pengajuan.

Padatataranteknis,dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, pemda dapat mengem-
bangkan sistem internal pendukung dalam melakukan verifikasi perizinan berusaha.
Dalam proses penyelenggaraannya, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem
pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai amanat PP No.6 Tahun 2021. Akan tetapi,
persoalan yang muncul kemudian, daerah menempatkan sistem pendukung tersebut
sebagai sistem yang utama, oleh karenanya pemerintah pusat mesti menyediakan pera-
turan terkait dengan NSPK Sistem Pendukung OSS agar penggunaannya tepat sasaran
guna menunjang pelayanan perizinan.

Pada aspek digitalisasi, daerah menghadapi sejumlah tantangan yang justru muncul
dari kebijakan dan digitalisasi pada level Pusat:

B Pertama, Proses integrasi OSS RBA dan sistem pelayanan digital sektoral dan
daerah masih jauh dari yang diharapkan. Pelaku Usaha dan Pemda di daerah
asesmen menyatakan AMDALNET, GISTARU, dan SIMBG belum terintegrasi secara
optimal dengan OSS RBA.

B Kedua, penentuan jenis dokumen/persyaratan dalam OSS RBA belum sesuai den-
gan aturan sektoral (tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung). Sistem
OSS belum terklasifikasi berdasarkan jenis dokumennya, baru sekedar mengacu
PP No.5 Tahun 2021. Misalnya, sistem OSS belum menyesuaikan dengan Permen
KLHK No.4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memi-
liki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkun-
gan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Ke-
sanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup). Padahal Permen
tersebut menjadi basis penentuan jenis dokumen, apakah kegiatan usaha masuk
kedalam UKL/UPL atau wajib Amdal. Konsekuensi atas ketidaksesuaian tersebut
adalah terdapat distorsi perspektif dalam menentukan klasifikasi usaha manakala
proses dilakukan secara manual dengan acuan baku yang berbeda, sehingga se-
cara garis besar bisa dikatakan sistem OSS belum siap.

B Ketiga, pada tataran teknis, dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, pem-
da dapat mengembangkan sistem internal pendukung dalam melakukan veri-
fikasi perizinan berusaha. Dalam proses penyelenggaraannya, Pemerintah Daer-
ah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai
amanat PP No.6 Tahun 2021. Namun, peran sistem pendukung daerah ini belum

diatur secara tegas Peraturan Pemerintah.
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Catatan
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) disetor ke Kas Negara

PP No. 16 Tahun 2021 mengatur Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG merupakan per-
izinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengu-
bah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar
teknis Bangunan Gedung. Aturan ini mengharuskan setiap orang yang mendirikan bangunan
untuk mencantumkan fungsi bangunan dalam PBG. Setiap orang yang ingin membangun se-
buah bangunan maka harus mencantumkan fungsi dari bangunan di dalam PBG yang meliputi
fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya dan fungsi khusus.

Dalam proses mendapatkan PBG, pemohon izin diwajibkan untuk membayar Retribusi PBG
(sama seperti Retribusi IMB dalam proses perizinan pra-UU Cipta Kerja). Retribusi ini mer-
upakan salah sumber pendapatan daerah, selain Pajak Daerah. Karena itu, sebagai implikasi

lanjut dari pengaturan baru ini, Pemda harus merevisi kebijakan terkait Pajak dan Retribusi
Daerah, termasuk retribusi PBG. Dalam rangka mendorong percepatan penerbitan perda ter-
kait, Kemendagri mengeluarkan SE No:011/5976/S] yang salah pokok informasinya adalah
jika Pemda belum menetapkan Perda tentang Retribusi PBG sampai enam bulan setelah PP
16/2021 berlaku, maka retribusi PBG harus disetor ke kas negara.

Kebijakan ini berpotensi merugikan Daerah. Pertama, saat ini banyak Pemerintah Daerah
dalam persiapan perumusan dan/atau merevisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Penyusun
Perda merupakan proses politik yang membutuhkan dukungan finansial besar dan waktu
yang lama; Kedua, Pemda juga masih dalam proses menunggu pengesahan RUU Hubungan
Keuangan Pusat dan Daerah yang tentu akan berimplikasi pada perubahan Perda PDRD ke
depan. Ketiga, belum ada kepastian hukum terkait mitigasi kehilangan pendapatan daerah
dari kebijakan tersebut. PP 10 Tahun 2021 hanya mengatur insentif bagi daerah yang terkena
penyesuiaan tarif PDRD, bukan terkait retribusi PBG.
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4.3. Tanggapan Pelaku Usaha atas OSS RBA

Pengetahuan dan kemampuan mengakses OSS RBA masih berada level yang berbe-
da-beda. Pelaku usaha mengakui, informasi yang diperoleh masih sangat terbatas dan
diperoleh secara mandiri dan/atau mengikuti sosialisasi yang masih sangat terbatas baik
dari sisi frekuensi maupun kedalaman informasi. Sementara pada sisi regulasi, pelaku
usaha juga belum memahami terkait turunan-turunan UU Cipta kerja.

Kurangnya pemahaman dan informasi berdampak pada proses pelayananan perizin-
an. Dari segi teknis masih banyak pelaku usaha melakukan kesalahan, misalnya dalam
memilih usaha yang masuk kedalam kategori UMK dan non UMK. Selain itu, kesalahan
memilih izin atas jenis usaha, padahal aturan mengenai perbedaan tersebut telah terbit,
yakni Peraturan Badan Pusat Statisktik tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI). Implikasinya yakni ketidakpastian pelaksanaan kegiatan usaha
serta berpotensi terkena sanksi oleh pemda (pencabutan izin hingga larangan usaha).

Pelaku usaha tidak dilibatkan dalam pembahasan regulasi turunan UU Cipta Kerja.
Kota Surabaya memiliki Perwali No.41 Tahun 2021, begitupun dengan Kota Medan yang
memiliki Perwali No 26 Tahun 2021. Namun, pelaku usaha tidak mendapatkan sosialisasi
atas peraturan tersebut. Idealnya, pelaku usaha mestinya diberikan sosialisasi karena si-
fat produk hukum daerah adalah pengaturan dari UU, bukan lahir sebagai aturan baru.

Pelaku usaha mebutuhkan pendampingan dan sosialisasi yang intens .Dari lima kota
studi, kebutuhan pelaku usaha sebagian besar sama yakni pendampingan dan sosialisa-
si terkait migrasi OSS versi 1.1 ke OSS RBA untuk mempercepat integrasi layanan perizin-
an, agar menjadi lebih sederhana, cepat, dan murah. Selain itu, penguatan infrastruktur
internet untuk mendukung kegiatan berusaha di daerah oleh pemda sangat dibutuh-
kan guna mendorong efisiensi proses berusaha dan meminimalisir potensi pungutan
liar dan korupsi.
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4.4 Respons Pelaku Usaha UMK Perempuan atas OSS RBA

Pelaku usaha UMKM perempuan masih kesulitan dalam mengurus perizinan berbasis
OSS RBA. Salah satu yang menjadi kendala adalah pelaku usaha UMKM perempuan ke-
sulitan dalam menentukan KBLI perizinan berusaha. Salah satu narasumber kajian ini
mengakui belum pernah mendapatkan informasi dari Pemda terkait UU Cipta Kerja.
Pemda juga belum pernah memberi sosialisasi terkait OSS RBA. Implikasinya, informasi
terkait OSS RBA sangat terbatas dan hanya berdasarkan informasi dari rekan-rekan UMK
di grup aplikasi percakapan. Pelaku usaha juga kebingungan terkait tingkat risiko usaha
yang kini menjadi basis dalam pelayanan perizinan rezim OSS RBA.

Menurut beberapa pelaku usaha UMKM perempuan, sosialisasi aturan turunan UU Cipta
Kerja dan OSS RBA sangat kurang. Pelaku usaha UMKM perempuan mengeluhkan tidak
adanya sosialisasi ini menyebabkan mereka tidak memahami teknis migrasi dari OSS 1.1
ke OSS RBA.

Para pelaku usaha ini mengharapkan sosialisasi aktif dari Pemda kepada pelaku usaha
UMKM, khususnya pelaku usaha UMKM perempuan. Sosialisasi OSS RBA ini sangat pent-
ing agar tidak memberatkan para pelaku usaha UMKM di daerah, baik dari segi pengin-
putan dalam aplikasi maupun akses untuk mengurus perizinan. Pelaku usaha UMKM
perempuan juga berharap ada program atau kegiatan peningkatan kapasitas kepada
kelompok pelaku usaha perempuan UMKM sehingga bisa meningkatkan kapasitas da-
lam mengembangkan bisnis di daerah.
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4.5. Mini Report Daerah

A. Makassar

Kota Makassar telah menyiapkan sejumlah regulasi guna mendukung pelaksanaan UU
Cipta Kerja di daerah. Salah satu langkah yang disiapkan adalah adalah Ranperda Omni-
bus Law yang salah satunya memuat pelayanan perizinan berusaha di daerah. Progress
terakhir dari penyusunan kerangka regulasi tersebut menunjukkan bahwa naskah ak-

ademik telah diserahkan ke DPRD. Proses penyusunan RDTR di Makassar dalam pros-
es penyusunan untuk beberapa kawasan, selebihnya sedang menunggu persetujuan
DPRD. Mengalir dari informasi tersebut, dapat dikatakan bahwa Kota Makassar berada
pada level kesiapan yang cukup baik pada tataran regulasi.

Pada aras kelembagaan, DPMPTSP Kota Makassar telah melakukan restrukturisasi
kelembagaan sesuai amanat PP 6/2021. Sturktur DPMTSP Kota Makassar mengalami pe-
rubahan sejak diberlakukannya Perwali No. 5 Tahun 2020. Pemenuhan kuota jabatan
fungsional belum sepenuhnya terisi, namun proses ini ditargetkan selesai hingga akhir
tahun 2021. Terkait teknis OPD (Organisasi Perangkat Daerah), seluruh OPD teknis pe-
layanan perizinan dan non perizinan akan berkantor di DPMPTSP Kota Makassar per Ok-
tober 2021.

Karakteristik kompetensi SDM DPMPTSP Kota Makassar belum sepenuhnya siap untuk
menjalankan OSS RBA di daerah. Jumlah staff DPMPTSP Kota Makassar adalah 100 orang
termasuk staff bagian penanaman modal. Terkait pelaksanaan perizinan dan penga-
wasan, DPMPTSP sudah membentuk Tim Teknis yang terdiri atas sejumlah OPD terkait
(11 orang) yang turut melakukan proses penerbitan maupun pengawasan perizinan be-
rusaha. Staff DPMPTSP (sejumlah 2 orang) telah mengikuti pelatihan OSS RBA. Kendati
demikian, masih banyak anggota tim teknis masih belum memahami model perizinan
OSS RBA sehingga dibutuhkan adanya sosialisasi secara intens.

Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen (Izin) di Kota Makassar sendiri belum sepenuhnya
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terintegrasi dengan OSS. Dalam pelaksanaannya, karena belum memiliki RDTR digital,
proses pemenuhan komitmen kesesuaian ruang masih menggunakan aplikasi yang ber-
beda dimana verifikasi ruang dilakukan dengan menggunakan peta digital berbasis GIS
milik Pemkot Makassar sebagai dasar untuk menetapkan dokumen Keterangan Ren-
cana Kota (KRK). Demikian pula untuk persetujuan lingkungan, proses ini masih meng-
gunakan platform Amdal Net yang penyelesaiannya 1s.d. 5 hari kerja (tergantung proses
yang berjalan di OPD teknis dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup). Proses pemenuhan
komitmen persetujuan bangunan juga dilakukan dalam platform terpisah (SIM-BG). Pe-
layanan perizinan berusaha di Kota Makassar masih menggunakan aplikasi milik daerah
yakni e-Lebbami.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat dikatakan bahwa Kota Makassar belum sepenuhn-
ya siap menjalankan OSS RBA di daerah. Persoalan sistem platform hingga teknis imple-
mentasi membutuhkan adanya atensi dan aksi nyata untuk segera dibenahi. Percepatan
penyelesaian peraturan turunan (Perda Omnibus Law) menjadi agenda utama demi ter-
wujudnya pondasi normatif dalam aktualisasi pelayanan perizinan berusaha di Makas-
sar. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada pelaksana (Pemda) maupun pengguna
layanan (Pelaku Usaha) merupakan langkah kunci mendukung kelacaran implementasi
OSS RBA di daerah.

B. Balikpapan

Kota Balikpapan belum sepenuhnya siap pada tataran regulasi. Progress terkini atas
penyusunan peraturtan turunan UU Cipta Kerja masih berada pada tahap penyusunan
daftar inventarisasi masalah. Terkait regulasi tata ruang, Kota Balikpapan memiliki Pera-
turan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi Kota Balikpapan Tahun 2021-2041. Keberadaan RDTR ini belum tersedia dalam
versi digital sehingga belum terkoneksi dengan OSS RBA.
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Struktur kelembagaan DPMPTSP Kota Balikpapan tidak mengalami perubahan. DP-
MPTSP Kota Balikpapan hanya melakukan penguatan pengawasan pelaksanaan perizin-
an berusaha di daerah. SDM DPMPTSP Kota Balikpapan terdiri atas 94 orang dan perso-
nel khusus Bidang Pelayanan Perizinan sejumlah 19 orang. Sebagian staf telah mengikuti
pelatihan OSS RBA yang diadakan oleh pemerintah pusat. Langkah taktis yang tengah
dikerjakan DPMPTSP Kota Balikpapan adalah mempersiapkan untuk memberi sosialisa-
si dan pendampingan ke pelaku usaha.

Kendati telah menerapkan OSS RBA, pelayanan perizinan berusaha di Kota Balikpapan
masih dilakukan secara manual. Kota Balikpapan belum memiliki RDTR Digital untuk
Pemenuhan Komitmen Kesesuaian Ruang, sehingga masih menggunakan cara manual.
Terkait persetujuan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan belum terin-
tegrasi dengan Amdal.net, sehingga masih menggunakan dokumen manual. Selebihn-
ya, terkait penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung telah terintegrasi dengan SIM-BC.

Pelaksanaan OSS RBA di Balikpapan pada aras kelembagaan daerah mulai melakukan
harmonisasi guna mendukung implementasi UU Cipta Kerja di daerah. Pemkot Balikpa-
pan sedang melakukan harmonisasi kelembagaan, salah satu wujudnya yaitu pelimpah-
an wewenang dari DPPR (Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang) ke DPU (Dinas Peker-
jaan Umum). Saat ini, secara teknis penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung diampu
oleh DPPR, namun pada 2022 akan dibawah kewenangan Dinas PU. Sehingga, saat ini
PBG masih diampu oleh DPPR. Proses persetujuan bangunan akan diserahkan ke Dinas
PU sehingga porsinya nanti DPPR hanya akan menerbitkan PKKPR (Persetujuan Kese-
suaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), selebihnya untuk proses di SIMBG, pemeriksaan
dokumen teknis dan lainnya akan beralih ke Dinas PU.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dikatakan bahwa Kota Balikpapan belum siap
menjalankan OSS RBA. Persoalan dari sistem regulasi hingga kelembagaan yang ma-
sih dalam proses harmonisasi menghambat implementasi perizinan berbasis OSS RBA
di kota ini. Kurangnya informasi dan sosialisasi terkait platform OSS RBA juga menjadi
salah satu penghambat proses perizinan di Kota Balikpapan. Percepatan penyusunan
peraturan turunan (Perda Omnibus Law) serta peningkatan intensitas sosialisasi kepada
pelaksana (Pemda) maupun pengguna layanan (Pelaku Usaha) menjadi salah satu lang-
kah utama dalam mendukung implementasi OSS RBA di Balikpapan.
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C. Surabaya

Kota Surabaya sudah menerapkan sistem OSS RBA, namun hanya untuk resiko rendah
dan resiko menengah rendah. Meski sudah menerapkan OSS RBA, Kota Surabaya masih
menggunakan sistem internal yang berlaku selama ini, yakni Surabaya Single Window
(SSW). Hal ini dikarenakan sistem OSS RBA belum tersinkronisasi dengan platform ke-
menterian sektoral terkait, seperti SIMB, AMDAL.Net, dan GISTARU. Hal ini menyebabkan
penentuan jenis dokumen belum cocok dengan aturan dengan sektoral yakni tata ru-
ang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Proses pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS RBA di Kota Surabaya masih terken-
dala di tahap proses OSS karena sistem belum terintegrasi. Salah satu contohnya dalam
penerbitan persetujuan lingkungan. Artinya, pelayanan perizinan tidak dapat dilakukan
langsung karena sistem Amdal.net belum terintegrasi dengan OSS RBA, sehingga un-
tuk sementara Kota Surabaya masih menggunakan platform SSW. Saat pelaku usaha
mendaftar di OSS RBA, karena sistem belum siap, maka tidak bisa diverifikasi. Untuk
itu, Kota Surabaya menggunakan SSW untuk verifikasi. Kemudian setelah persetujuan
lingkungan sudah keluar akan di upload kembali ke OSS. Hal ini juga berlaku untuk per-
setujuan bangunan karena SIMBG belum tersinkronisasi dengan OSS RBA.

Pemerintah Kota Surabaya siap dalam menerapkan pelayanan perizinan melalui OSS
RBA. Hal ini dapat terlihat dari sisi regulasi dimana Kota Surabaya sudah menyiapkan
hampir semua regulasi yang diperlukan untuk mendukung perizinan berbasis OSS RBA,
antara lain dengan Peraturan Walikota No. 41 Tahun 2021 yang memuat kebijakan klas-
ifikasi untuk perizinan berusaha dan pelayanan non perizinan, lalu aturan bangunan ge-
dung yang sedang dalam proses penyesuaian dengan PP No.16 Tahun 2021, serta aturan
lingkungan yang dalam tahap penyesuaian dengan PP No. 22 Tahun 2021.

Dari sisi kelembagaan, Kota Surabaya juga cukup siap dengan SDM DPMPTSP berjumlah
150 orang, dibantu perangkat daerah lain (tim teknis perizinan). SDM DPMPTSP sudah
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mengikuti mengikuti pelatihan layanan publik dan tiga orang sudah tersertifikasi BKPM
RI. Untuk SDM dari OPD terkait sudah mengikuti pelatinan OSS oleh OPD. Dari segi plat-
form digital, Kota Surabaya sudah memiliki jaringan mandiri (viber optik) yang dibangun
oleh dinas kominfo, serta server yang besar untuk layanan perizinan secara online. DP-
MPTSP Kota Surabaya juga sudah memiliki hak akses untuk mengakses OSS RBA.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dikatakan bahwa Kota Surabaya cukup siap
menjalankan OSS RBA. Dari sisi regulasi dan kelembagaan, Kota Surabaya sudah siap
mengimplementasikan OSS RBA. Namun, belum terintegrasinya sistem GISTARU, Amn-
dalnet, dan SIMBG dengan OSS RBA menghambat proses implementasi perizinan ber-
basis OSS RBA di kota ini. Sehingga Kota Surabaya masih mengandalkan sistem SSW
untuk memproses perizinan berusaha.

D. Medan

sumber: www.liputan6.com

Kota Medan sudah melaksanakan penerbitanizin melalui OSS RBA. Namun pelaksanaan-
nya masih terkendala karena platform OSS RBA belum terksinkronisasi dengan platform
sektoral antara lain AMDAL.Net, SIMBG dan Gistaru. Sama seperti Surabaya, Kota Med-
an juga masih menggunakan platform internal, Sicantik. Hal ini disebabkan OSS RBA
belum tersinkronisasi dengan seperti SIMB, AMDAL.Net, dan Gistaru. Kota Medan juga
telah memiliki RDTR digital sejak 2019 dan sudah ditanam di aplikasi OSS, namun belum
tertanam pada platform GISTARU yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN.

Dari sisi regulasi, Kota Medan belum cukup siap mengimplementasikan UU Cipta Kerja.
Kota Medan baru menyiapkan Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2021 untuk mendukung
pelayanan perizinan. Namun peraturan daerah lainnya (terkait bangunan dan lingkun-
gan) masih dalam tahap inventarisasi masalah dan pembuatan naskah akademik. Dari
sisi platform layanan, saat ini DPMPTSP Kota Medan belum memiliki anggaran terkait
penyediaan jaringan. Terkait sisi kelembagaan, DPMPTSP Kota Medan juga masih meng-
gunakan struktur lama, namun sedang proses penyesuaian dengan Permendagri No. 25
Tahun 2021. Jumlah staff DPMPTSP Kota Medan adalah 168 orang dan staf pelayanan per-



izinan sudah melakukan bimbingan teknis terkait simulasi OSS RBA. Pada aspek digital-
isasi, infrastruktur telekomunikasi di beberapa OPD sangat lambat dan DPMPTSP Kota
Medan tidak memiliki anggaran terkait penyediaan jaringan.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dikatakan bahwa Kota Medan belum siap men-
jalankan OSS RBA. Dari segi regulasi Kota Medan belum memiliki perda/perkada terkait
bangunan, lingkungan atau tata ruang meski sudah memiliki RDTR digital. Dari sisi dig-
italisasi Kota Medan belum siap menggunakan platform OSS RBA, masih mengandal-
kan platform SiCantik. Persoalan regulasi dan digitalisasi ini menghambat implementasi
perizinan berbasis OSS RBA di Kota Medan. Kurangnya informasi dan sosialisasi terkait
platform OSS RBA juga menjadi salah satu penghambat proses perizinan di kota ini. Per-
cepatan penyusunan perda atau perkada serta sosialisasi menjadi salah satu langkah
utama dalam mendukung implementasi OSS RBA di Kota Medan.

E. DKI Jakarta

DKI Jakarta sudah melaksanakan penerbitan perizinan berusaha melalui OSS RBA. DKI
Jakarta sudah mengeluarkan 1.337 jumlah perizinan pasca berlakunya PP 5/2021; yang
terbagi atas 53 persyaratan dasar seperti PBG, SLF, SKBG, Pemanfaatan Ruang, Persetu-
juanLingkungan; 1.139 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Skala Risiko Menengah Tinggi
dan Tinggi); serta 145 Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha. Dari sisi
regulasi, Kota Jakarta siap mengimplementasikan UU Cipta Kerja melalui DPMPTSP
menerbitkan instruksi, surat edaran dan pengumuman sebagai respon soft launching
Sistem OSS RBA. DPMPTSP telah berkoordinasi dengan Biro Hukum terkait penyesuaian
peraturan dan merevisi Pergub No.47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTSP.

Dari sisi kelembagaan, DKI Jakarta sudah cukup siap mengimplementasikan OSS RBA.
Saat ini SDM di DPMPTSP berjumlah sekitar 1000 orang, ditambah tenaga non PNS. Un-
tuk meningkatkan kapasitas, DPMPTSP melakukan pelatihan kepada SDM dan sosialisa-
si kepada masyarakat terkait perubahan budaya pelayanan perizinan dari sistem lama ke
Sistem OSS RBA. Kota Jakarta juga membentuk Crisis Centre yang bertujuan membantu



keluhan terkait pelayanan Sistem OSS RBA. Kota Jakarta juga sudah berkoordinasi den-
gan Kementerian/Lembaga seperti BKPM, Kementerian PUPR, Kementerian LHK; dan
K/L terkait lainnya.

Dari sisi regulasi, DKI Jakarta juga sudah melakukan beberapa langkah penyesuaian
untuk mendukung pelaksanaan perizinan berbasis OSS RBA. Langkah tersebut an-
tara lain Pengembangan Sistem Pendukung seperti Pelayanan JakEvo sebagai sistem
pendukung apabila sistem OSS Berbasis Risiko dan sistem perizinan dasar bermasalah,;
Layanan Pengaduan/Helpdesk sampai tingkat kelurahan; pelayanan pra permohonan
untuk konsultasi online terkait Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Bangunan Gedung, dan
Investasi; Pelayanan Pesan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB); serta Call Centre untuk
mengakomodir aduan masyarakat.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dikatakan bahwa Kota Jakarta siap menjalankan
OSS RBA. Dari sisi regulasi, kelembagaan dan digitalisasi, Kota Jakarta Persoalan dari
sistem regulasi hingga kelembagaan yang masih dalam proses harmonisasi mengham-
bat implementasi perizinan berbasis OSS RBA di kota ini. Kurangnya informasi dan so-
sialisasi terkait platform OSS RBA juga menjadi salah satu penghamlbat proses perizinan
di Kota Balikpapan. Percepatan penyusunan peraturan turunan (Perda Omnibus Law)
serta peningkatan intensitas sosialisasi kepada pelaksana (Pemda) maupun pengguna
layanan (Pelaku Usaha) menjadi salah satu langkah utama dalam mendukung imple-
mentasi OSS RBA di Balikpapan.



Peluncuran
sistem Online Single Submission (OSS)
Berbasis Risiko
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5.1 Kesimpulan

Akselerasi penerapan OSS RBA di daerah membutuhkan dukungan kepastian dan
kelengkapan kebijakan dan sistem digital Pusat. Ketidaklengkapan substansi pengatur-
an dalam sejumlah PP, belum terbitnya ketentuan teknis (yang masih didelegasikan ke
peraturan menteri), dan proses integrasi antar-sistem belum optimal menjadi hambatan
bagi daerah untuk menindaklanjuti dan menerapkan OSS RBA secara cepat.

Sementara pada level daerah, Pemda menghadapi sejumlah tantangan, baik pada as-
pek regulasi dan kelembagaan, maupun digitalisasi.

e Pertama, pada dimensi regulasi, Pemda pada umumnya masih melakukan revisi
dan/atau menyusun perda atau perkada untuk menindaklanjuti sekaligus mem-
percepat penerapan OSS RBA. proses politik dan persoalan waktu dalam tahapan
legislasi menjadi determinan penghambat dalam menyiapkan Perda turunan
Omnibus Law dalam waktu singkat

e Kedua, pada aras kelembagaan, meski dari sisi daya dukung jumlah SDM men-
cukupi, namun penyesuaian struktur kelembagaan dan peningkatan jumlah
aparatur bersertifikat menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kenda-
ti telah terjadi restrukturisasi secara perlahan, mayoritas daerah membutuhkan
waktu hingga akhir tahun 2021 untuk menuntaskan proses tersebut.

e Ketiga, pada aspek digitalisasi, selain dukungan infrastruktur internet yang san-
gat menentukan, keberadaan sistem layanan perizinan daerah mesti memiliki
peran krusial dalam situasi transisi ini. Kepastian prosedur yang tercermin melalui
hadirnya asas fiktif positif merupakan langkah maju yang layak diapresiasi. Na-
mun, kerangka digital OSS RBA masih membutuhkan pengembangan dengan
konsep one stop site. Muaranya, pelaku usaha tidak perlu mengurus perizinan be-
rusaha pada situs yang berbeda sehingga penyederhanaan prosedur dapat ter-

wujud di masa mendatang.
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Sosialisasi dan asistensi teknis sistematis-kolaboratif menjadi kata kunci agenda per-
baikan ke depan. Asimetris informasi yang dialami pelaku usaha dan bahkan di internal

birokrasi daerah menunjukkan bahwa proses sosialisasi dan capacity building masih be-

lum optimal. Karena itu, proses perancangan (revisi), implementasi, dan monitoring eval-
uasi atas kebijakan perizinan berusaha, terutama terkait OSS RBA, baik di Pusat maupun
Daerah mesti dibangun dalam semangat collaborative gorvernance: pelibatan multis-

takholders (pemerintah, dunia usaha, akademisi/kampus, masyarakat sipil).

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Pemerintah Pusat

€ Merevisi PP No. 05 Tahun 2021 yang memberikan kepastian pengaturan pada se-

jumlah point berikut: Sistem pelayanan berbantuan dan mekanismenya menjadi
bagian integral dalam pelayanan perizinan berusaha melalui OSS RBA; Mengako-
modir perizinan non-berusaha, non-KBLI, dan non-perizinan; Melengkapi Lampi-
ran Il PP terutama terkait persyaratan dan melengkapi batang tubuh PP 5 /2021
terkait sektor tertentu dalam hal bentuk /mekanisme pengawasan; mendelegasi
kepada Menteri Investasi/BKPM untuk menerbitkan SK dalam hal perubahan
KBLI; Mengatur ketentuan terkait data sharing kepada Dinas Teknis(terutama
yang melakukan pembinaan).

Menyiapkan kebijakan (regulasi) yang mengatur metode penyusunan kebijakan
(tools) yang menjadi referensi Pemda sekaligus menjadi standar executive review
Pusat atas rancangan Peraturan Daerah.

Melakukan sosialisasi dan asistensi teknis tentang OSS RBA secara sistematis-ko-
laboratif dengan melibatkan asosiasi usaha, akademisi/kampus, masyarakat sipil/
media massa.

Menjadikan OSS RBA sebagai one stop site pelayanan perizinan berusaha dengan
mempercepat pengintegrasian sistem layanan digital sektoral dan daerah. Pemo-
hon izin hanya berhadapan dengan satu sistem layanan perizinan: OSS RBA.

5.2.2 Pemerintah Daerah

€ Memprioritas Perda dan Perkada terkait tindak lanjut perizinan berusaha berba-

sis elektronik (RDTR, Perizinan, Pajak dan Retribusi Daerah) dalam perencanaan
dan penganggaran daerah. Akselerasi perancangan Perda dan Perkada mem-
butuhkan dukungan perencanaaan dan penganggaran serta komitmen (politik)
penyelenggara pemerintahaan daerah (eksekutif dan legislatif).



5-Penutup

€ Membentuk satuan tugas multistakeholders dalam rangka percepatan imple-
mentasi OSS RBA. Tim ini bertanggung jawab dalam melakukan komunikasi lin-
tas stakeholders (Pusat/Pemda dan pelaku usaha/masyarakat) dan melakukan
asesmen berkala atas kebutuhan dan tindak lanjut daerah untuk mengakselerasi

implementasi OSS RBA.
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